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SEKRETARIAT JENDERAL & BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

RESUME

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XVII/2019 PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG KUH PERDATA, YURISPRUDENSI NOMOR 391
K/SIP/1969, NOMOR 4 K/SIP/1983, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
BANDUNG NOMOR 75/1472 /PERDT/PT.BDG, UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1960, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967, UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 1968, DAN PUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTAMADYA BANDUNG NOMOR 550.2/22/HGB/1996
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

11 DESEMBER 2019

. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, pukul 11.33 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang KUH Perdata, Yurisprudensi Nomor 391 K/Sip/1969, Nomor 4
K/Sip/1983, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 75/1472 /Perdt/Pt.Bdg,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, dan Putusan Kepala Kantor Pertanahan
Kotamadya Bandung Nomor 550.2/22/HGB/1996 terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI
Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 65/PUU-XVII/2019. Dalam Sidang
Pengucapan Putusan Perkara Nomor 65/PUU-XVII/2019, perwakilan DPR RI
dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian Undang-Undang KUH Perdata, Yurisprudensi
Nomor 391 K/Sip/1969, Nomor 4 K/Sip/1983, Putusan Pengadilan Tinggi
Bandung Nomor 75/1472/Perdt/Pt.Bdg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, dan
Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor
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550.2/22/HGB/1996 dalam perkara Nomor 65/PUU-XVII/2019 diajukan oleh
Achdiat Adiwinata (selanjutnya disebut Pemohon).

. PASAL/AYAT UU A QUO YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan norma yang
dimohonkan pengujian.

. BATU U]I

Bahwa Undang-Undang KUH Perdata, Yurisprudensi Nomor 391 K/Sip/1969,
Nomor 4 K/Sip/1983, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor
75/1472/Perdt/Pt.Bdg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, dan Putusan Kepala
Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor 550.2/22/HGB/1996 dianggap
Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena
dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional
Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian Undang-Undang KUH Perdata, Yurisprudensi Nomor
391 K/Sip/1969, Nomor 4 K/Sip/1983, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor 75/1472/Perdt/Pt.Bdg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, dan Putusan
Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor 550.2/22/HGB/1996
dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan
hukum sebagai berikut:

[3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Mahkamah
mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan tentang pengajuan
permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK yang
menyatakan, “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama
dan alamat Pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang
diminta untuk diputus.” Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam
Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 6/2005) menyatakan,
“Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh
Pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap yang memuat: a.
Identitas Pemohon, meliputi: Nama, Tempat tanggal lahir/umur, Agama,
Pekerjaan, Kewarganegaraan, Alamat Lengkap, Nomor
telepon/faksimili/telepon selular/e-mail (bila ada); b. Uraian mengenai hal
yang menjadi dasar permohonan yang meliputi: kewenangan Mahkamah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kedudukan hukum (legal standing)
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tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan
dengan berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji, alasan permohonan
pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 4, diuraikan secara jelas dan rinci;
c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian
formil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), yaitu: mengabulkan
permohonan Pemohon, menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud
tidak memenuhi Kketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945,
menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; d.
hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian
materiil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), yaitu: mengabulkan
permohonan Pemohon, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945,
menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU
dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; e. permohonan
ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan
Pemohon, in casu “Perbaikan Permohonan”, telah ternyata “Perbaikan
Permohonan” yang disampaikan kepada Mahkamah bukanlah perbaikan
permohonan sebagaimana dimaksud dalam UU MK. Sebab, uraian yang oleh
Pemohon disebut sebagai “Perbaikan Permohonan” bukan hanya tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 31
ayat (1) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) PMK 6/2005 melainkan isinya juga
hanya memberi tanggapan atau ulasan Pemohon terhadap nasihat Majelis
Hakim pada persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 30 Oktober
20109.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap penjelasan Pemohon yang menyatakan
“Perbaikan Permohonan” yang disampaikannya itu adalah dimaksudkan
sebagai bagian atau merupakan penjelasan dari permohonan awal,
Mahkamah berpendapat bahwa andaipun benar “Perbaikan Permohonan”
tersebut dimaksudkan sebagai bagian atau merupakan penjelasan dari
permohonan awal (yang berarti Pemohon tetap berpegang pada
Permohonan awal yang diajukannya), quod non, permasalahan yang
diajukan  oleh Pemohon bukanlah merupakan permasalahan
konstitusionalitas norma undang-undang terhadap UUD 1945 melainkan
mengenai penerapan undang-undang oleh pengadilan di Lingkungan
Peradilan Umum yang oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan UUD
1945 sehingga merugikan Pemohon, sebagaimana ditegaskan pula oleh
Pemohon dalam “Perbaikan Permohonan”-nya [vide “Perbaikan
permohonan” angka 2].




[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut pada
Paragraf [3.2] sampai dengan Paragraf [3.3] di atas, menurut Mahkamabh,
permohonan Pemohon tidak jelas (kabur).

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas (kabur)
maka Mahkamah tidak mempertimbangkan mengenai Kewenangan
Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan lebih
lanjut.

. AMAR PUTUSAN

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK
dalam Perkara Nomor 65/PUU-XVII/2019 yang menyatakan permohonan
pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian Undang-Undang KUH Perdata,
Yurisprudensi Nomor 391 K/Sip/1969, Nomor 4 K/Sip/1983, Putusan Pengadilan
Tinggi Bandung Nomor 75/1472 /Perdt/Pt.Bdg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1968, dan Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor
550.2/22/HGB/1996 mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan a quo tidak
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
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